
BUPATI GARUT, 
: a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah 

Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bcrsumber 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara, Pemerintah Daerah telah menetapkan 
Peraturan Bupati Garut Nomor 16 Tahun 2017 tentang Tata 
Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Besaran Dana Desa 
pada Setiap Desa di Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2017; 

b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07 /2017 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
50/PMK.07 /2017 tentang Pengelolaan Dana Transfer dan 
Dana Desa, maka Peraturan Bupati sebagaimana dalam 
huruf a perlu ditinjau kembali dan dilakukan perubahan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pcraturan 
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut 
Nomor 16 Tahun 2017 ten tang Tata Cara Pembagian dan 
Penetapan Rincian Besaran Dana Desa pada Sctiap Desa 
di Ka bu paten Garut Tahun Anggaran 2017; 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalarn Lingkungan 
Provinsi Jawa Barat (Serita Negara Tahun 1950) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten 
Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten 
Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat {~embaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31 , Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5495); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5879); ' · 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah derigan 
Peraturan Pemerintah Nomor 4 7 tahun 2015 ten tang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 
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13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 
dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan 
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883); 

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07 /2016 
tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, 
Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 478); 

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07 /2017 
tentang Pengelolaan Dana Transfer dan Dana Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 112/PMK.07 /2017 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 / PMK.07/2017 
ten tang Pengelolaan Dana Tran sf er dan Dana Des a (Beri ta 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 
tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut 
(Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut 
Tahun 2016 Nomor 9); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2016 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut 
Tahun 2016 Nomor 23); 

20. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah 
Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garul 
Tahun 2016 Nomor 27); 

tentang Rincian 
Anggaran 201 7 

Tahun 2016 

11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2861); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Ment.eri Dalam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 310); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041) 
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2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Garut. 
4. Bupati adalah Bupati Garut. 

S. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat 
SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku 
pengguna anggaran/ pengguna barang, yang juga melaksanakan 
pengelolaan keuangan daerah. 

6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan 
di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya 
memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk 
menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas 
umum pemerintahan. 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-Iuasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasall 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 16 Tahun 2017 tentang 
Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Besaran Dana Desa pada Setiap Desa 
di Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2017 (Serita Daerah Kabupaten Garut 
Tahun 2017 Nomor 16) diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 16 TAHUN 2017 
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN 
RINCIAN BESARAN DANA DESA PADA SETIAP DESA 
DI KABUPATEN GARUT TAHUN ANGGARAN 2017. 

Mcnctapkan 

MEMUTUSKAN: 

21. Peraturan Bupati Garut Nomor 44 Tah un 2016 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Garut 
Tahun 2016 Nomor 44) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali, terakhir dengan. Peraturan Bupati Garut Nomor 41 
Tahun 2017 ten tang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 
Bupati Garut Nomor 44 Tahun 2016 tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2017 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2017 
Nomor 41); 
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7. Desa adalah desa dan desa adat a tau yang disebut dengan nama lain, 
selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang 
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 
prakarsa masyarakat, hal asal usul dan/ a tau hak tradisional yang diakui 
dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 

9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain 
dibantu Perangkat Desa sebagai urisur penyelenggara Pemerintah Desa. 

l 0. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/ kota dan digunakan 
untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan 
masyarakat. 

11. Surat Keputusan Penetapan Rincian Dana Desa yang selanjutnya 
disingkat SK.PROD adalah surat keputusan yang mengakibatkan 
pengeluaran atas beban anggaran yang memuat rincian jumlah dana desa 
setiap kabupaten/kota dalam satu tahun anggaran. 

12. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam 
Negcri. 

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB 
Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa. 

14. Rekening adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh 
Bupati/Walikota untuk menampung seluruh penerirnaan daerah dan 
membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. 

15. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah 
rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri 
Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh 
penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank 
sentral. 

16. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah 
rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh 
Gubernur, Bupati atau Walikota untuk menampung seluruh penerimaan 
daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang 
ditetapkan. 

17. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening 
tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh 
penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada 
bank yang ditetapkan. 

18. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Dana Desa yang selanjutnya disebut 
SiLPA Dana Desa adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan 
pengeluaran anggaran Dana Desa selama 1 (satu) periode anggaran. 

19. Aplikasi On-line Monitoring Sistern Perbendaharaan dan Anggaran Negara 
yang selanjutnya disebut Aplikasi OMSPAN adalah aplikasi yang 
digunakan dalam rangka monitoring transaksi dalam Sistem 
Perbendaharaan dan Anggaran Negara dan rnenyajikan .informasi sesuai 
dengan kebutuhan yang diakses melalui jaringan berbasis web. 
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Pasal 12 
( l) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output 

Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati. 
(2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 
a. laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian output tahun 

anggaran sebelumnya; dan 
b. laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian output tahap 1. 

(3) Laporari realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran 
scbelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling 
lambat tanggal 7 Januari tahun anggaran berjalan. 

PASAL VI 
PELAPORAN 

4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 9 
( l) Penyaluran Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 

ayat ( 1) huruf a dilakukan setelah Bupati menerima: 

a. Peraturan Desa mengenai APBDesa; dan 
b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran 

sebelumnya dari Kepala Desa. 
(2) Penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 

ayat (1) huruf b, dilakukan setelah Bupati menerima laporan realisasi 
penggunaan Dana Desa tahap I dari Kepala Desa yang menunjukan 
paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan minimal 
sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dengan capaian output minimal 
sebesar 50% (lima puluh persen). 

3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 8 
( 1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pernindahbukuan dari 

RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari 
RKUD ke RKD. 

(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. tahap I paling cepat bulan Maret 2017 dan paling lam bat bulan 

Juli 2017 sebesar 60% (enam puluh persen); dan 
b. tahap II paling cepat bulan Agustus 2017 sebesar 40% (empat puluh 

persen). 
(3) Penyaluran dari RKUD ke RKD dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja 

setelah Dana Desa diterirna di RKUD. 

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut: 
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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT 
T AHUN 201 7 NOMOR 58 

IMAN ALIRAHMAN 

ttd 

Diundangkan di Garut 
pada tanggal 8 - 9 - 201 7 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT, 

RUDY GUNAWAN 

ttd 

Ditetapkan di Garut 
pada tanggal 8 - 9 - 201 7 
BU PAT I GAR UT, 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Garut. 

(4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap I 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat 
tanggal 7 Juli tahun anggaran berjalan. 

(5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian output setelah batas waktu 
penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), 
Kepala Desa dapat menyampaikan pemutakhiran capaian output kepada 
Bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi. 

(6) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Camat. 
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